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PENUTUP

A.KESIMPULAN
Berdasarkan analisa Kewenangan Gubernur Provinsi Jatim di bab IV,
dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Wewenang Gubernur Provinsi Jawa Timur wewenang. Pertama, menurut
Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 Pasal 25, adalah 1.
Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama DPRD. 2.
Melaksanakan peraturan undang-undang. Dan dalam UU No 32 Tahun
2004 pasal 1 ayat (6) Gubernur berwewenang mengatur urusan
pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Kedua, Gubernur Jatim dalam PERPRES No 27. Tahun 2008
adalah: 1. Meminta penjelasan terhadap segala hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan BPWS. 2. Mengadakan konsultasi dengan pihak lain yang
dipandang perlu. Dan keberadaan BPWS sedikit banyak menghilangkan
wewenang Gubernur Jatim dalam melaksanakan kebijakannya dan juga
status kepala daerah empat kabupaten Pulau Madura dan wali kota
Surabaya yang tidak masuk dalam struktur BPWS. Padahal dijelaskan
dalam Undang-undang otonomi daerah No. 32 tahun 2004 pasal 9 ayat (4)
Untuk membentuk kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3), Pemerintah mengikutsertakan daerah yang bersangkutan.
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2. Dalam konteks Figh Siyasah, esensinya adalah bahwa kekuasaan politik
yang dimiliki oleh pemerintah adalah amanat Allah dan juga amanat dari
rakyat yang telah memberikannya melalui baiat. Pemerintah berkewajiban
mengatur masyarakat dengan membuat aturan-aturan hukum yang adil
berkenaan dengan masalah-masalah yang tidak diatur secara rinci atau
didiamkan oleh hukum Allah, hukum perundang-undangan dan kebijakan
politik yang diambil pemerintah harus sejalan dan tidak boleh bertentangan
dengan hukum agama. hukum perundang-undangan dan kebijakan politik
ditetapkan melalui musyawarah di antara mereka yang berhak. Masalah
yang diperselisinkan di anatara para peserta musyawarah harus diselesaikan
dengan menggunakan ajaran-ajaran dan cara-cara yang terkandung dalam
Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena esensi keberadaan negara
sangat bergantung pada kepuasan rakyatnya. Dan Istilah Gubernur dalam
sejarah lembaga negara Islam sebagai Sulthah Tanfidziyah (lembaga
eksekutif).

B. SARAN

1. Hendaknya para birokrasi pemerintah khususnya Gubernur Jatim dan
empat kepala daerah dan Wali Kota Surabaya mengusulkan kejanggalan ini
ke pemerintah pusat agar dicari jalan keluarnya. Karena dalam Undang-
Undang Otonomi daerah No 32 Tahun 2004 Pasal 9 ayat (5) Daerah dapat
mengusulkan pembentukan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepada Pemerintah.
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2. Semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis pada

khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.
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